
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assalamualaikum.Wr. Wb. 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya atas tersusunnya Laporan Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Tahun 2021. 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang sebagai badan publik wajib menyediakan, 

memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, 

selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dengan akurat, benar, dan tidak 

menyesatkan. Hal tersebut sebagai wujud dari kepatuhan badan publik terhadap ketentuan 

Undang-Undang. Pada tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang telah 

melaksanakan pelayanan informasi publik.  

Kami berharap pelaksanaan pelayanan informasi publik tetap dilaksanakan secara maksimal 

dengan semangat keterbukaan, terlepas dari kendala yang dihadapi. Upaya-upaya perbaikan 

pelayanan harus terus dilaksanakan sehingga dapat mendukung transparansi pemerintahan 

yang mengedepankan pelayanan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua yang 

telah berperan dalam pelayanan informasi publik, semoga senantiasa dapat terus 

ditingkatkan. 

Wassalamualaikum.Wr.Wb 

 

Pengarah PPID  

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Kebijakan Informasi Publik Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang 

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan 

tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang sebagai bagian dari lembaga eksekutif termasuk 

dalam kategori Badan Publik tersebut, sehingga wajib melaksanakan keterbukaan informasi 

publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau 

diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya 

yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

B. Tujuan dilaksanakannya keterbukaan informasi publik adalah : 

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan 

publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, 

serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan 

pengelolaan Badan Publik yang baik; 

4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif 

dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 

5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang 

banyak; 

6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 

dan/atau 

7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik 

untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang sebagai badan publik wajib menyediakan, 

memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya 

kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan 



ketentuan. Selain itu, badan publik juga wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, 

benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut badan publik harus 

membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola 

Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. 

Adapun struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang sebagai berikut : 

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID DPK 

 

 

C. Tugas PPID yaitu: 

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan 

dokumentasi dari PPID Pembantu; 

2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi 

kepada publik; 

3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; 

4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan 

aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; 

5. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi; 

6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; 

 



D. Wewenang PPID  

yaitu menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan; meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan 

kerja yang menjadi cakupan kerjanya; mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi 

dengan PPID Pembantu; menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya 

diakses oleh publik; menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan, serta 

memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi. 

E. Hak dan Kewajiban PPID 

PPID berhak menolak menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik 

yang dikecualikan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PPID wajib 

menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah 

kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi publik yang 

dikecualikan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dalam 

menjalankan tugasnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat, PPID dibantu oleh 

PPID Pembantu.ID 

F. Sarana Dan Prasarana Pelayanan 

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kota Bontang meliputi : 

 Website dpk.bontangkota.go.id  

 Email di dpk@bontangota.go.id 

 Media sosial di: 

- www.facebook.com/dinasperpustakaandankearsipan,  

- twitter.com/ dinasperpustakaandankearsipan,  

- www.instagram.com/ dinasperpustakaandankearsipan  

 Form online permohonan informasi publik: https://s.id/Permohonan-Informasi-

Publik-PPIDDPK dan formulir layanan informasi manual 

 

G. Sumber Daya Manusia Pengelola 

Pengelola layanan informasi publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilayani oleh 17 

orang, terdiri dari: 

 Satu orang PPID Pembantu 

 Enam orang pada Bidang Pendukung Sekretariat 

 Empat orang pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 

 Tiga orang pada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

 Tiga orang pada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi 

mailto:dpk@bontangota.go.id
http://www.facebook.com/dinasperpustakaandankearsipan,
https://twitter.com/ppidmagelangkot
http://www.instagram.com/ppidpemkotmagelang
https://s.id/Permohonan-Informasi-Publik-PPIDDPK
https://s.id/Permohonan-Informasi-Publik-PPIDDPK


H. Anggaran Pelayanan Informasi Publik 

1. Telah dianggarkan meja layanan PPID Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kota Bontang Tahun 2021 

 

2. Pencetakan brosur PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

 



3. Pencetakan x banner PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

 

  

 

I. Penutup 

Sebagai evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik, maka perlu 

disampaikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut bagi pengelolaan layanan informasi dan 

dokumentasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang lebih lanjut. 

J. Rekomendasi 

1. Peningkatan kompetensi pengelola layanan informasi dan dokumentasi PPID 

Pembantu dengan mengikuti pelatihan/ bimtek/ diklat yang terkait dengan 

pengelolaan informasi publik. 



2. Peningkatan peran aktif dari PPID Utama dan PPID Pembantu dalam pengelolaan 

layanan informasi publik. 

3. Peningkatan komitmen/ kebijakan dan pemahaman terhadap kriteria informasi 

publik. 

4. Usulan pendanaan yang menunjang sarana dan prasarana PPID Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Kota Bontang. 

5. Peningkatan frekuensi koordinasi pengelola layanan informasi publik dengan bidang-

bidang internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait kegiatan yang akan dan 

telah dilaksanakan . 

6. Studi banding pelaksanan layanan informasi publik dari PPID Pembantu terbaik di 

lingkungan  Pemerintah Kota Bontang. 

 

K. Rencana Tindak Lanjut 

1. Usulan pelaksanaan/ keikutsertaan mengikuti pelatihan/ bintek/ diklat pengelolaan 

informasi publik. 

2. Peningkatan pembinaan dan pelaksanaan koordinasi baik internal PPID Pembantu 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

3. Optimalisasi pengelolaan website informasI publik 

4. Mengatur petugas jaga layanan PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

 

 

Bontang, 31 Desember 2021 

 

Penyusun Laporan,      Mengetahui, 

Bidang Pendukung Sekretariat    PPID Pembantu  
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